BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/107/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan
dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintahan

Daerah Kabupaten Murung Raya;

b. bahwa untuk mendukung kegiatan dan kele
Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimak
dalam huruf a, dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah,
susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan

Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c¢, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Layanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Murung Raya Tahun Anggaran 20235

mbagaan Pejabat
sud

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;’

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara R u‘n
Indonesia Nomor 4846); epublik




.U'l

10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentan
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Re ublii
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita I\II)

Republik Indonesia Nomor 37); o
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Perturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2020 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya
Nomor 18);

Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 47 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 100);

Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 62 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung
Raya Tahun 2022 Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2023.

Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung
Raya Tahun Anggaran 2023, dengan struktur sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas untuk:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan
dokumentasi;

b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan inf: 5
dokumentasi; J informasi dan



KETIGA

KEEMPAT

Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;

. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan

memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada
publik;

Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi
publik;

Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan;

Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses
oleh masyarakat;

Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/atau sesuai kebutuhan;

Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak
untuk di publikasikan; dan

Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau Pejabat
Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan
memelihara informasi dan dokumentasi;

Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai
kewenangan untuk :

a.

Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan
dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan
kerjanya;

Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan
dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau Pejabat
Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta
memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan
organisasi;

Menugaskan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk
memperbaharui dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang menjadi tanggung
jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut :

(=1

Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu di masing-masing
Perangkat Daerah agar mengacu keputusan ini;



KELIMA

KEENAM

b. Personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu melibatkan Pejabat yang membidangi
Pelavanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang
diketuai Sekretaris atas Kepala Bagian Tata Usaha pada
Perangkat Daerah,;

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu/Perangkat Daerah berkewajiban membuat,
mengumpulkan  serta memelihara informasi dan
dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan

d. Pejabat  Pengelola informasi dan  Dokumentasi
(PPID)Pembantu berkewajiban menyediakan dan
memberikan layanan informasi kepada pemohon

informasi;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran
2023.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapannya dikemudian hari, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Ai Puruk|Cahu

PERDIE YOSEPH



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR 122 45/107/2023

TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

-
Pembina :

1. Bupati
E. Wakil Bupati

1 l

N
s ) Tim Pertimbangan :
Sekretaris Daerah . :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
, 2. Inspektur Kabupaten
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
PPID Utama :

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik

PPID Pembantu :

Sekretaris pada Dinas/Badan/Kecamatan/Kepala Bagian Tata Usaha pada
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Bidang Bidang Pelayanan Bi
lahan Bidang dang Fasilitasi
F danm@mm;‘:;a Informasi dan Dokumentasi dan Sengketa
Inf i Dokumentasi Arsip Informasi
L] I i
_______________ b}
! PEJABAT FUNGSIONAL !

BUPATI

PERDIE 1/

YOSEPH



LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/107/2023

TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN MURUNG RAYA

No Jabatan Dalam Tim

Keterangan Jabatan/Instansi

1. | Pembina

1. Bupati Murung Raya
2. Wakil Bupati Murung Raya

2. | Pengarah

Sekretaris Daerah Kabupaten Murung

Raya
3. | Tim Pertimbangan 1. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan
2. Inspektur Kabupaten Murung Raya
3. Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian

4. | PPID Utama

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
dan Komunikasi Publik

S. | PPID Pembantu/Anggota

Sekretaris pada Dinas / Badan /
Kecamatan / Kepala Bagian Tata Usaha
pada Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Murung Raya

6. | Bidang Pengolahan Data dan
Klasifikasi Informasi

Pranata Humas Dinas Kominfo SP
Kabupaten Murung Raya :

1. Rinaldi, S. IP

2. Selvin Ariano, S.Pd

3. Helmita, S.Pd

7. | Bidang Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi

e

Pranata Humas Dinas Kominfo SP
Kabupaten Murung Raya :

1. Nofriandy Imanuel, S.IP, M.Si

2. Rahel, SE

3. Landa Siloga Rimba

8. | Bidang Dokumentasi dan Arsip

Sekretaris Dinas Kominfo SP Kabupaten
Murung Raya :

1. Marisa Montesore, S. Kom

2. Elvan Nopirin, SE

3. Evi Rusiana, S. Kom

9. | Bidang Fasilitasi Sengketa
\ Informasi

Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Murung Raya

BUPATI ]

PERDIE N




